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A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial bermasyarakat.
Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia
memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama
hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama
lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-
kebutuhan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial harus
senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah
SWT, baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta
ukhrawi sebab segala aktifitasnya akan selalu diminta
pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak
dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur
dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya
bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah-kaidah
hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam
hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalat.

Untuk itu, perlu di ketahui juga bahwasanya dalam
Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya
sudah diatur secara jelas. Aturan tersebut salah satunya yakni
terdapat dalam kajian tentang figih muamalah yang mana di

dalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu



dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan,
politik bernegara, serta lainnya.

Adapun dalam hal ini, salah satu bentuk muamalat
yang terjadi adalah kerjasama yang dilakukan antara manusia
dengan manusia, disatu pihak sebagai penyedia manfaat atau
tenaga yang disebut pekerja, dipihak lain yang menyediakan
pekerjaan atau lahan yang disebut majikan (juragan), untuk
melaksanaakan suatu pekerjaan dengan ketentuan pihak
pekerja mendapatkan imbalan berupa upah.

Dalam literatur figih disebut Al-Zjarah Al’amal yang
artinya mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan dengan imbalan tertentu berupa upah.* Upah dalam
hukum Islam disebut ujrah, ujrah adalah imbalan yang
diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang
dilakukan.? Ketentuan upah telah ditetapkan sedemikian rupa
sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan
salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri,
supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan
sosial. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa sistem
pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan norma yang
telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi

di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak

! Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada
Perbankan Syariah”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02 (Juli 2015)
STIE-AAS Surakarta, h. 108.

2 Ascarya, Akad & ProdukBank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers,
2015), h. 110.



penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang
menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap
upah yang mereka terima. Pemberian upah yang relatif
dirasakan rendah dan belum sesuai dengan jerih payah para
buruh dalam bekerja, hal itu dikarenakan pendapatan nelayan
tidak tentu (berubah-ubah).

Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak, selain itu
Islam mengenal adanya pembagian kerja. Fitrah pembagian
bakat dan cenderung yang berkaitan dengan pemilihan
pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing
individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan
keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya. Adanya
fitrah perbedaan inilah yang menjadi titik tolak dari
kebijakan-kebijakan ~ manusia  dalam  melaksanakan
pekerjaannya secara profesional. Setiap warga Negara baik
laki-laki maupun wanita berhak memperoleh pekerjaan
sesuai dengan penghasilan yang memberikan kesejahteraan.

Desa Teluk Kecamatan Labuan secara geografis
berada di sebelah Barat Kabupaten Pandeglang. Labuan
dikenal dengan sebutan kota Nelayan, karena letaknya di
pesisir pantai selat sunda berada di ketinggian 3 meter di atas
permukaan laut. Daerah tersebut sebagian besar
masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini
merupakan usaha yang dilakukan dari turun-temurun yang

ditekuni masyarakat sampai saat ini.



Hasil upah yang terjadi di Desa Teluk merupakan
hasil hubungan kerja yang terjalin hanya sebatas hubungan
kerja biasa yaitu hubungan kerja yang berlangsung lewat
lisan tanpa ada dasar hukum yang mengikat, begitu juga
pembagian upah yang ditentukan oleh pihak juragan tanpa
ada kesepakatan yang dibuat antara Anak Buah Kapal (ABK)
dan juragan, sehingga seringkali jika persentase pengupahan
tidak menguntungkan pihak Anak Buah Kapal (ABK). Ada
beberapa kemungkinan yang biasa terjadi seperti, si Anak
Buah Kapal (ABK) tidak bisa bekerja dalam waktu yang
lama karena suatu hal atau juragan mencari Anak Buah
Kapal (ABK) lain karena si Anak Buah Kapal (ABK) tidak
bekerja dengan baik, hal seperti ini besar kemungkinan
terjadi sehingga konsekuensi ditanggung oleh masing-masing
pihak.

Penyusun memilih Desa Teluk sebagai wilayah
penelitian karena cukup banyak masyarakat yang bermata
pencaharian sebagai Anak Buah Kapal (ABK) atau nelayan.
Di Desa Teluk juga terdapat tempat pelelangan ikan, dan
fungsi tempat tersebut hanya sebagai pelelangan ikan saja,
tidak mengurusi atau mengatur upah bagi Anak Buah Kapal
(ABK) atau nelayan. Soal upah untuk Anak Buah Kapal
(ABK) diatur oleh juragan masing-masing, sebab pihak
juragan mempunyai ketentuan pembagian upah yang



berbeda-beda, namun sistemnya tetap sama dengan yang
lainnya.

Para Anak Buah Kapal (ABK) di samping
mendapatkan ikan segar sebagai lauk pauk untuk dikonsumsi
sehari-hari yang diperoleh dari hasil tangkapan, Anak Buah
Kapal (ABK) juga mendapatkan upah dari hasil kerjanya,
untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan
kepada nelayan pihak juragan menggunakan sistem setelah
selesai menangkap ikan dan terjual maka para nelayan akan
mendapatkan upah sesuai hasil yang didapat. Misalnya:
Dalam waktu 3 hari nelayan berlayar untuk mencari
(menangkap) ikan, dan mendapatkan hasil dari penjualan
ikan yang didapat sebesar Rp10.000.000,00. Untuk biaya
perbekalan termasuk biaya BBM Rp3.000.000,00. Biaya
peralatan Rp500.000,00. Jika dikurangkan hasil tadi maka
Rp10.000.000,00. — Rp3.500.000,00. = Rp6.500.000,00.
Adapun setiap Anak Buah Kapal (ABK) mendapatkan upah
yang berbeda-beda di antaranya: Nahkoda 4 bagian:
Rp480.000,00. Motoris 2 bagian: Rp240.000,00. Tukang
belanja 2 bagian: Rp240.000,00. Bendega 1 bagian:
Rp120.000,00. Wakil nahkoda 2 bagian: Rp240.000,00. Jadi,
upah 1 bagian itu sebesar Rp120.000,00. Maka, jumlah upah

secara keseluruhan yang didapatkan Anak Buah Kapal



(ABK) sebesar Rp1.320.000,00. dan sisanya
Rp5.180.000,00. menjadi hak juragan.®

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua,
melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua
ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syariat
atau etika.

Dari uraian di atas maka penyusun bermaksud untuk
mengadakan penelitian terhadap bagaimana  sistem
pelaksanaan pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa
Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, dan
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan
sistem pengupahan tersebut. Maka dari itu judul skripsi yang
penulis angkat adalah “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN ANAK BUAH
KAPAL (ABK)”

B. Fokus Penelitian
Dalam selisih upah, terdapat perbedaan jumlah
nominal upah yang didapat oleh masing-masing anak buah
kapal dengan tugas yang berbeda-beda, kesepakatan kerja
tidak tertulis, selain itu penghasilan nelayan yang tidak tentu

dari waktu ke waktu. Untuk itu, sangat dikhawatirkan

®Asep, Pemilik Kapal (Juragan) Desa Teluk Kecamatan Labuan
Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 5
November 2017, pukul 15.00 WIB.



terdapat kedzaliman, gharar dan maysir dalam sistem
pengupahan ini.

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga,
teori-teori, dan supaya penelitian dilakukan secara
mendalam, lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang
dari sasaran pokok penelitian, maka tidak semua masalah
yang telah diidentifikasi akan diteliti. Oleh karena itu,
penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-
masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan
mengenai Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di
Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, dan
bagaimana perspektif hukum Islam dalam sistem pengupahan

tersebut.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sistem pengupahan Anak Buah Kapal (ABK)
di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten
Pandeglang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem
pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Teluk

Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?



D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan

penulisan ini adalah:

1.

Untuk mengetahui sistem pengupahan Anak Buah Kapal
(ABK) yang dilakukan oleh juragan di Desa Teluk
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum
Islam terhadap sistem pengupahan Anak Buah Kapal
(ABK) yang dilakukan oleh juragan di Desa Teluk

Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat

memperoleh dan memberikan banyak manfaat. Adapun

beberapa manfaat yang diharapkan penulis adalah:

1.

Bagi penulis, sebagai wacana untuk melatih dan
mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian,
serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap
sistem pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) dalam
perspektif hukum Islam.

Manfaat bagi akademisi, sebagai upaya menambah
khasanah ilmu-ilmu tentang teori hukum Islam dan
pengetahuan bidang muamalat umumnya, dan Khususnya
mengenai sistem pemberian upah sesuai dengan hasil

yang diperoleh dalam perspektif hukum Islam. Selain itu,



sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan
perbendaharaan perpustakaan.

3. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bermata
pencaharian sebagai nelayan, memberikan informasi
mengenai sistem pengupahan dalam perspektif hukum

Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam Islam tidak ditemukan penjelasan secara detail
tentang pembagian upah dari hasil yang didapat, persoalan
bagaimana sistem pelaksanaan upah, dan berapa jumlah upah
masing-masing pihak dan pengambilan kesepakatan dalam
kedua belah pihak. Peneliti telah berupaya melakukan
penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok
permasalahan yang hampir memiliki kesamaan pada
penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar fokus
penelitian tidak dan bukan merupakan pengulangan atas
penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,
melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk
diteliti lebih mendalam dan lebih efektif. Selain itu
penelusuran pustaka juga bermanfaat untuk membangun
kerangka teoritik yang mendasari kerangka pemikiran
penelitian ini. Penelitian yang telah peneliti temukan antara

lain:
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NAMA/JUDUL/T Persamaan
NO A Rumusan Tujuan dan
HUN Perbedaan
1. Skripsi atas nama | 1. Bagaimana 1. Untuk Persamaan:
Daimatus sistem mengetahui | Sama-sama
Sa’adah/Pelaksan pelaksanaan sistem meneliti
aan Upah Jasa upah jasa pelaksanaan | tentang
Mapak Kapal di mapak kapal upah jasa sistem
Tempat di Tempat mapak kapal | pengupahan
Pelelangan  lkan Pelelangan di Tempat Anak Buah
(TPI) Desa Ikan (TPI) Pelelangan Kapal
Tasikagung Desa Ikan (TPI) (ABK)
Kecamatan Tasikagung Desa dengan cara
Rembang Kecamatan Tasikagung | bagi hasil.
Kabupaten Rembang Kecamatan | Perbedaan :
Rembang/2009 Kabupaten Rembang Pada
Rembang? Kabupaten penelitian
2. Bagaimana Rembang. ini meneliti
tinjauan 2. Untuk tentang
hukum Islam mengetahui | Upah Jasa
terhadap dan Mapak
sistem mengkaji Kapal yang
pelaksanaan pandangan memiliki
upah jasa hukum kesepakatan
mapak kapal Islam bahwa
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di Tempat
Pelelangan
lkan (TPI)
Desa
Tasikagung
Kecamatan
Rembang
Kabupaten

Rembang?

terhadap
sistem
pelaksanaan
upah jasa
mapak kapal
di Tempat
Pelelangan
Ikan (TPI)
Desa
Tasikagung
Kecamatan
Rembang
Kabupaten

Rembang.

untuk
menjadi
langganan
papakan,
pemilik
papakan
harus
memberikan
uang atau
barang
kepada
juragan
(pemilik
kapal).
Besarnya
antara
Rp2.000.00
0,00. -
Rp3.000.00
0,00.
Adapun
yang
berbentuk
barang
misalnya cat
dan

keranjang
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ikan. Baik
uang
ataupun
barang
tersebut
digunakan
untuk
keperluan
yang
kemudian

kapal

digunakan
sebagai
ikatan
antara
kedua belah
pihak.

Skripsi atas nama
Maskanah/Sistem
Pengupahan Anak
Buah

(ABK) di
Bulu

Kecamatan

Kapal
Desa

Banjarjo

Bancar

Kabupaten Tuban
Dalam Perspektif
Hukum
Islam/2010

1. Bagaimana
sistem
pelaksanaa
n
pengupaha
n Anak
Buah
Kapal
(ABK) di
Desa Bulu
Banjarjo

Kecamatan

1. Tinjauan
dalam
penelitian
ini  adalah
untuk
mendeskrips
ikan praktek
pengupahan
di Desa
Bulu
Banjarjo.

2. Menjelaskan

Persamaan:
Sama-sama
meneliti
tentang
sistem
pengupahan
Anak Buah
Kapal
(ABK)
dengan cara
bagi hasil.
Perbedaan:P
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Bancar
Kabupaten

Tuban?

2. Bagaimana

pandangan
hukum
Islam
tentang
sistem
pelaksanaa
n
pengupaha

n tersebut?

pelaksanaan
pengupahan
ditinjau
dalam
perspektif
hukum
Islam di
Desa Bulu
Banjarjo
Kecamatan
Bancar
Kabupaten
Tuban.

ada
penelitian
ini meneliti
tentang
upah
dengan
jumlah
sama yang
didapatkan
anak buah
kapal
meskipun
pekerjaanny
a berbeda-
beda, yang
dimaksud
dengan
berbeda-
beda dalam
bahasan ini
adalah soal
pekerjaan
misalnya:
pekerjaan
yang
tergolong
ringan

mendapatka
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n upah yang
sama
dengan
pekerjaan

yang berat.

Berdasarkan semua kajian-kajian di atas dan sejauh
pengetahuan penyusun maka belum ada yang mengadakan
penelitian di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten
Pandeglang tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap
Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) menurut jenis
pekerjaan yang lebih ditekankan kepada nilai keadilan

ditinjau dalam hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen
yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan
tertentu. Sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan
bahasa Yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri
dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama
untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi
untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan
untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di
mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang
saling berhubungan yang berbeda dalam suatu wilayah serta
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memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya

seperti Negara. Ada banyak pendapat tentang pengertian dan

definisi sistem yang dijelaskan oleh beberapa ahli, di

antaranya yaitu:

1.

Menurut Jugianto, Sistem adalah kumpulan dari elemen-
elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-
kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda

dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

. Menurut Indrajit, Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari

komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan

antara satu dengan yang lainnya.

. Menurut Lani Sidharta, Sistem adalah himpunan dari

bagian-bagian yang saling berhubungan, yang secara

bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.

. Murdick, R. G, Sistem adalah seperangkat elemen yang

membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-
bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau
tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan atau
barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan

informasi dan atau energi atau barang.
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5. Davis, G. B, Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen
yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu
sasaran.’

Upah mengupah atau ljarah al-a’'mal, yakni jual beli
jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti
menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain.
ljarah al-a 'mal terbagi dua, yaitu:

1. ljarah Khusus
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja.
Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain
dengan orang yang telah memberinya upah.

2. ljarah Musytarik
Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui
kerja sama. Hukumnya dibolehkan kerja sama dengan
orang lain.®

Upah menurut pengertian barat terkait dengan
pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap atau tenaga
buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa
sawit, upah pekerja bangunan, yang dibayar mingguan atau

bahkan harian.®

* “pengertian Sistem dan Contohnya”https://arifaskaf.wordpress.com,

diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 16.00 WIB.

® Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),

h. 133-134.

® Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam,

(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 23.


https://arifaskaf.wordpress.com/
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Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi
hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan
pekerjaannya dalam akad ljarah, Al-Qur’an maupun As-
Sunah telah memberikan perintah kepada manusia untuk
bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga
mendapatkan balasan seperti apa yang telah dikerjakannya,
baik dalam aturan ibadah maupun muamalat. Adapun
landasan hukum mengenai upah, Firman Allah SWT:

Sugt At-Taubah: 105

P L - Y d

12070 LA TR Py
o,i;;iJl; )4\])-:;)) Al (g \),LQ_;A ‘Jg)
58 L K8 skl Ll e ) S5

P }/,/

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah
kamu kerjakan.”” (QS. At-Taubah: 105).

Al-Qur’an maupun As-Sunah tidak menjelaskan dan
mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah

termasuk dalam bidang muamalat yang selalu berkembang

" Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama
RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Cordoba Internasional
Indonesia, 2012), h. 203.
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sesuai dengan kondisi masyarakat. Akan tetapi masih dalam

kaidah-kaidah hukum Islam.

Banyak ahli ekonomi yang mendefinisikan upah
dengan bahasa yang berbeda-beda, namun definisi tersebut
memiliki pengertian yang sama. Di antara definisi upah
tersebut adalah:

a. Menurut Hamzaid B. Yahya, Upah adalah sejumlah
pendapatan uang yang diterima oleh buruh dalam satu
waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha yang
digunakan dalam proses produksi.

b. Menurut Harcharan Singh Khera, Upah adalah harga yang
dibayarkan dengan jasa-jasa dari segala jenis pekerjaan
yang dilakukan, baik pekerjaan yang bersifat mental
ataupun fisik.

c. Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah diartikan
dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para
pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau
minggu dan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri
dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga serta
melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah.®

Dalam penetapan upah penetapan adat suatu daerah
sangat dominan, karena satu daerah secara sosial mempunyai

karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah

® Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem
Ekonomi Islam”, dalam EQUILIBRIUM Vol 1, No.2, (Desember, 2013)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, h. 243.
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lain, sehingga menurut Imam Madzhab dalam penutupan
hukum juga harus memperhatikan kebiasaan masyarakat
setempat. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang
mengacu kepada jasa dari pekerja yang dipengaruhi oleh
beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli
uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan
hidup.

Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan
uang atau wupah adalah satu-satunya alasan untuk
bekerja,walaupun ada yang lain beranggapan bahwa uang
atau upah hanyalah salah satu dari sekian banyak kebutuhan
yang terpenuhi melalui kerja. Kebutuhan lain yang terpenuhi
melalui kerja antara lain dengan bekerja akan merasa
dihargai oleh masyarakat sekitarnya, akan memperoleh
berbagai fasilitas dan simbol-simbol status dari industri di
mana mereka bekerja.

Dalam literatur ilmu ushul al-figh, adapun yang
disebut dengan ‘urf adalah adat kebiasaan. ‘Urf terbagi
menjadi ucapan atau perbuatan yang dilihat dari segi
objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya,
menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat.
Para ulama ushul figih bersepakat bahwa Adat (‘urf) yang

sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat.®

% «Urf” https://id.m.wikipedia.org, diakses pada 12 November 2017,
pukul 17.00 WIB.
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Kata ‘Urf berasal dari kata ‘arafa (<.=) yang
mempunyai derivasi kata al-ma ruf<ss =<\ yang berarti
sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat
berasal dari kata ‘ada 3= yang mempunyai derivasi kata al-
‘adah 32 yang berarti sesuatu yang diulang-ulang
(kebiasaan).*

Ulama ushul figh membedakan antara ‘urf dan adat
dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil
penetapan hukum syara’. Adat didefinisikan sebagai suatu
perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa
hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut
perbuatan pribadi, seperti kebiasaan tidur mendengkur,
maupun perbuatan orang banyak seperti tradisi membeli baju
baru dan shopping jika menghadapi Hari Raya, sedangkan
‘urf adalah kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan
maupun perbuatan.*

‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul
figih yang diambil dari intisari Al-Qur’an.

Surat Al-A’raf: 199

(T e 2 oo 2l 2T Sl i

163.

10 Masduki, Ushul Figh I, (Serang: Lemlit IAIN SMHB, 2012), h.

1 Masduki, Ushul Figh I, ... h. 163
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“Jadilah  engkau pemaaf dan  suruhlah  orang
mengajarkan yang ma’ruf (Al-‘Urf), serta berpalinglah
dari orang-orang yang bodoh.”** (QS. Al-A’raf: 199)

Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, yang manusia
diperintah mengerjakannya, oleh Ulama Ushul figih
dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi
kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut
dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang
telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam
suatu masyarakat. Kata al-ma ruf artinya sesuatu yang diakui
baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa
seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang
baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka
berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma’ruf ialah
kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh
karena itu kata al-ma’ruf hanya disebutkan untuk hal yang
sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik
dalam soal muamalah maupun adat istiadat.*®

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak
menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak
bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi

yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara

2 vayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen
Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ...h. 176.

B3 «Urf” https://id.m.wikipedia.org, diakses pada 12 November 2017,
pukul 17.00 WIB.
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selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang
dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama
dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik
seperti ini telah berkembang dibangsa Arab sebelum Islam.
Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan
bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan
landasan  hukum,  bilamana  memenuhi  beberapa

persyaratan.*

. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun
dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode
merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami
obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang
bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara
seseorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, segala kegiatan yang
dilakukan peneliti  menggunakan jenis penelitian
kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai
metode baru, karena popularitasnya belum lama,

dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan

Y «Urf* https://id.m.wikipedia.org, diakses pada 12 November 2017,

pukul 17.00 WIB.
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pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga
sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih
bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode
interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan
dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan
dilapangan.®

Penelitian kualitatif menurut Strauss sebagaimana
yang dikutip oleh Rulam Ahmadi, “Penelitian Kualitatif
adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-
temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur
statisktik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat
mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah,
perilaku seseorang atau hubungan-hubungan
interaksional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian
kualitatif ~ ditandai  oleh  penekanan  penggunaan
nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis
data hingga dihasilkan temuan penelitian secara alamiah.*

Selain itu, Penelitian Kualitatif menurut Patton
sebagaimana yang dikutip oleh Rulam Ahamdi,
“Penelitian Kualitatif adalah untuk memahami fenomena
yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam
keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.

Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang

> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7-8.
'® Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2016), h. 15.
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diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah."’
Seperti halnya memahami perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain yang berkaitan dengan sistem
pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Teluk
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Secara
menyeluruh dan dengan cara deskriptif dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif
karena: Pertama, penelitian ini berusaha menyajikan
langsung hubungan antara peneliti dan informan dengan
tujuan supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri
terhadap apa yang akan dihadapi di lapangan. Kedua, data
penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara
dan analisis dokumen. Kemudian fakta-fakta dikumpulkan
secara lengkap dan selanjutnya ditarik kesimpulan.
Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan
kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan
perspektif hukum Islam terhadap sistem pengupahan
Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Teluk Kecamatan
Labuan Kabupaten Pandeglang.

" Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, ...h. 15-16.
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2. Sumber Data
Sumber data adalah subyek darimana data
diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi
barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, koran,
dokumen, catatan dan lain-lain. Sumber data dalam
penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber
yakni:

a. Sumber data primer: Data Primer adalah data yang
diperoleh peneliti sendiri dari subjek atau objek yang
diteliti  melalui pengamatan, wawancara atau
eksperimen.'®* Sumber data primer di sini yaitu dari
wawancara dengan Juragan (pemilik kapal atau
perahu) dan Anak Buah Kapal (ABK) sebagai pekerja
atau nelayan. Data primer diperoleh dengan cara
mengadakan wawancara. Peneliti bertanya dan
mendengarkan dengan baik, serta mencatat hasil
wawancara dan melihat kegiatan-kegiatan yang ada di
lokasi tersebut tepatnya di Desa Teluk Kecamatan
Labuan Kabupaten Pandeglang dengan cara
mengambil gambar atau foto.

b. Sumber data sekunder: Data Sekunder adalah data
yang diperoleh peneliti dari literatur yang dalam

penggunaannya data tersebut biasanya dikutip.’ Data

18 Rianto Adi, Aspek Hukum Dalam Penelitian, (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 12.
19 Rianto Adi, Aspek Hukum Dalam Penelitian, ...h. 12.
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ini diambil dari buku-buku teks dan literatur lainnya
mengenai akad Al ljarah Al-a’mal dengan imbalan
berupa upah (ujrah), dan data yang masih relevan
mengenai letak geografis daerah tersebut sebagai
bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini,
mengenai Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal
(ABK) di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten
Pandeglang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian,karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam
berbagai  setting, sumber dan berbagai cara.®®
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat
dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang
alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik
observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan
dokumentasi.** Pengumpulan data Adapun dalam hal ini,
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:

20 gygiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

...h. 224-225.

2! Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian

Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 164.
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a. Library Research: Yaitu teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari,
serta mengumpulkan pendapat dari buku-buku
ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok
bahasan dalam penelitian yaitu Sistem Pengupahan.

b. Field Research: Yaitu penelitian yang secara langsung
terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data
yang diperlukan.

1) Observasi, metode observasi (pengamatan)
merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang
mengharuskan peneliti  turun ke lapangan
mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang,
tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,
peristiwa, tujuan, dan perasaan.?? Observasi ini
digunakan  untuk  penelitian yang telah
direncanakan secara sistematik untuk mengetahui
lokasi nelayan, bagaimana kondisi lokasi tersebut
dan proses pengelolaan hasil tangkapan Nelayan
atau Anak Buah Kapal dan  Sistem
Pengupahannya.

2) Wawancara (interview), Wawancara adalah salah

satu teknik untuk mengumpulkan data dan

22 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian
Kualitatif, ...h. 165.
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3)

informasi.® Wawancara juga sebagai  proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka
antara si penanya dengan si penjawab dengan
fokus penelitian yang akan dibahas. Peneliti
menerapkan wawancara dengan mengajukan
pertanyaan kepada Juragan dan Anak Buah Kapal,
bertujuan agar memperoleh informasi secara
sistematis tentang Sistem Pengupahan Anak Buah
Kapal.

Dokumentasi atau dokumen, menurut Bogdan dan
Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Rulam
Ahmadi, “Dokumen adalah mengacu kepada
material (bahan) seperti fotografi, video, film,
memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan
sejenisnya yang dapat digunakan sebagai
informasi suplemen sebagai bagian dari kajian
kasus yang sumber data utamanya adalah
observasi partisipan atau wawancara.* Dalam
penelitian ini metode dokumentasi digunakan
untuk mendapatkan data tentang latar obyek

penelitian yang didokumentasikan.

2* Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian

Kualitatif, ...h. 176.

?* Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, ...h. 179.
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4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul
maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga
dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan
sebagaimana dikutip Sugiyono adalah, “proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data menurut
Susan Stainback sebagaimana dikutip Sugiyono adalah,
“hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif”.?®

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan deduktif yaitu pendekatan dari fakta yang
bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang
bersifat khusus. Dengan demikian data yang berhasil
dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah
selanjutnya menganalisa dan kemudian menyajikannya
secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data
yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam,
dan dokumentasi.

Teknik Penulisan
Teknik penulisan yang digunakan dalam

penyusunan skripsi ini adalah berpedoman pada:

224.

%% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ...h.
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a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas
Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2017.

b. Penulisan bahasa Indonesia dengan ejaan yang
disempurnakan (EYD) dari kamus besar bahasa
Indonesia (KBBI).

c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan terjemahannya
diambil dari Al-Qur’an dan Terjemahannya PT.
Cordoba Internasional Indonesia.

d. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari
sumber aslinya atau dengan menyesuaikan pada buku-
buku lain yang mengutip Hadits tersebut.

Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh bentuk tulisan yang baik, mudah
dipahami dan dimengerti, maka secara kronologis
pembahasan ini dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi
dalam sub bab. Adapun sistematika pembahasan adalah
pendahuluan,  pembahasan  dan  penutup. Untuk
mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat
dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang
Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang
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Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian,
Sistematika Pembahasan.

BAB Il: Gambaran Umum Wilayah yang berisi
tentang Kondisi Geografis, Demografis, Sosiografis dan
Sejarah Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten
Pandeglang.

BAB IlI: Tinjauan teoretis tentang upah dalam
hukum Islam, yang meliputi Pengertian dan Dasar hukum,
Syarat-syarat dan Rukun-rukun, Jaminan Pekerja (Buruh),
Pembayaran Upah dan Sewa serta Nilai-nilai keadilan dalam
sistem pengupahan dan Pengertian Anak Buah Kapal (ABK).

BAB IV: Analisis Hukum Islam terhadap Sistem
Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Teluk
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang meliputi
Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) dan Perspektif
Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Anak Buah
Kapal (ABK).

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan

saran.



